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,:v·A.LIK01'A MOJOKERTO 

• 

PERATURAN \l\fALIKOTt, MOJOKERTO 

NOMOR 18 TAHUN 2008 
• 

TENT ANG 
• 

• RII.JC!AN TLIGAS POKOK DAN FUNGSI 

DINAS PEKERJAAI� UMUM KOl"A MO..IOKERTO 

1/\'ALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Daerah Kola Mojokerto 
Nomor 4 Tahcn 2008 lentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kola 
Mojokerto, maka perlu menetapkan rincian lugas pokok dan fungsi 

• • Dinas Pekerjaan Umum Kola Mo;okerto dengan Peraluran Walikola 
Mojokerto, 

Mengingal : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembenlukan 
Daera'1 f�ota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengcih/Jaw2 l?-aral; 

2. U'ldan9-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lenlang Keuangan 
Negara (Lernbaran t�ef)ara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 428(l); 

3. Undang-Unc'ang l�omor 1 O Tahun 2004 tentanq Pernbenlukan 
Peraturan Pert.:ndang-Udanga11 (Lemharan Negara Tahun 2004 
Norr,or 53, Ta.nbahan Lembaran Negara Nornor 4389); 

4. Undarg-Undang Nomor 32 Tahun 20J,; lentang Pemerinlahan 
Daerah (Lernbaran Negara Tanun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Neqara Nomor 44'.:>7) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-U11dang Nornor 12 Tahun 2008 lenlang 
Perubanan Kec'1Ja alas Unda11g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentanq Pen1eri11lahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2008 
Nornor 59, Tarnoahan Lernbaran NEigi'lra Nomor 4844); 

5. Undang-Jr1dang Nomor 33 Tahun 2004 lenlang Perimbangan 
Keuanqan Antara Pemerinlah Pusat dan Pemerinlah Daerah 
(Lcmbaran Ne!,!ara Reput,lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tarnbanan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas V'/ilayah Kctarnadya Daerah Tingkat II (Lernbaran Negara 
TF.1h1Jr1 1882 Nomor 7-4, Tambahan 1.embaran Negara Nomor 
32.42.); 

7. Peraturan Pernerinteh Nc,moi 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Ket.ang·Jr, Daeran (Lernbaran Negara Republik indonesia Tahun 
2005 Nornor 14[!, Tambahan Lembaran I\Jegara Republik Indonesia 

• 
Nomor 4:578); 

8. Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pernerintahan · Antara Pemerir-tah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Femerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahur 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Neqara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peratura-i Pernerintah Nornor 41 Tahun 200·1 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nemer 4741); 

10. Peraturan rv1e:1teri Dalam Negeri Noma, 13 Tahun 2006 tentang 
. . 

Pedoman Penqerolaan Keuanqan Daeran, sebagaimana telah 
diubah d1::r1ga11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
200 7 tentanq Perubahan atas Peraturan Me'1teri Dalarn Negeri 
Norncr 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Psnataan Organisasi Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota r,1o;okerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang · 
Urusan Pemerintahan Daerah Kota l.1ojokerto; 

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Orqantsesi Dlnas-Dinas Daerah Kata Mojokerto . 

MEM .. ITUSKAN : 

Menetapkan : PERATUl�AN WALIKOTA MOJOK.ERTO TENTANG RINCIAN 
TUGAS POK()K D.A.� FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM Ko·1·A 
MOJOKERTO 

BABI 

KE'fENTUAIII UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dirnaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Mojokertc; 
2. Pernerintah Kota adalsh Pemermtah Kola Mojokerto: 

• 

• • 
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3. Vvalil,ola adalah Walikotc1 Mojokerto; 

4. Sekrelaris Oaeran Kola adalah Sekretaris Daerah Kola 
f\1ojokerto; 

5. Dinas Pekerjaan Umum Kota adalah Dinas Pekerjaan Umum 
Kola Mojolcerto; 

6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kola 
Mojokerto; 

• 7. Bina Marga adaiah suatu bidang pembinaan alas jalan yaitu 
prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi 
segnla bagian jalan terrnasuk bangunan pelengkap dan 
per:engkapannya yang di peruntuksan bagi lalu lintas; 

8. Cipta Karya adalah suatu bidang pernblnaan atas penetapan 
ruanq kota, banpunan gedur1g, perumahan, air bersih, 
per,yehatan ling'<L1ngan dan pemukiman; 

9. Penqairan adalah suatu bidang pembiraun atas air, sumber air, 
termasuk kekayaan alarn bukan hewani yang terkandung 
didalarnnva, balk yanq alami rnaupun yang telah diusahakan oleh 
rnanusla; 

10. Saluran adalah aliran irigasi yang lebarnya lebih dari satu meter 
yang harus selalu dibersi'ikan agar tidak tersumbat oleh lumpur 
untuk 'l1engura11gi genangan air di wilayah kola . 

BAB II 

SUSIJNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Susunan orqanisas] Dinas ?ekerjaan Umum Kota Mojokerto 
terd.r: alas : 

• 

• 

(2) 

a. Kepala: 

b. 3el(retariat: 

c. Bidanq Bina rJlnrga; 

d. Bidanq Cipta Karya; 

e. Bida'lg Pengairan; 

f. Keiompok Jabatan Fungsional; 

g. UPTD Pernaoarn Kebakaran. 

Sekretariat dan Bidang sebagaimana oimaksud pada ayat (1) 
mc1sir1g- masing dipimpln oleh seorang Sekretaris dan Kepa/a 
8idang ya11g berada olbawan dan hertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas ; 
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(3) 8agan susunan organisasi Dinas PeKerjaan Umum adalah 
sebagaimana te.cantum dalam lampiran ::>eraturar Wslikota ini. 

Pasal3 

(1) Sekretariat mernpunyai tug as menyelenggarakan pengelolaan 
penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan, 
kepepawaian dan umurn dan mengkoordinasikan secara teknis 
dan administratif pelaksanaan kegiatan Dinas serta 
melaksanakan tugas lain yar1g akan dibei ikan oleh Kepala Dinas. 

(2) Untuk menyelenqqarakan tu gas dimaksud pada ayat (1 ), 
Sel<retariat rnernpunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program Dinas Pekerjaan 
lJmurn; 

b. Penyiapan oahan dalam ranqka penyusunan anggaran dan 
pelaporan pertanqqunqjawaban; 

c, Pelaksanaan pemoinaan organisasi dan tata laksana; 

d. Pengelolaan adrnlnistrasi kepegawaian, keuangan dan 
perlengkapan: 

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan 
kearsipan; 

f. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan 
rnasyarakat dan inventarisasi; 

g. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan 
ciilingkungan dir,as. 

Pasal 4 

(1) Sekretariat terdirl dari 3 (tiqa) Sub Bagian yaitu : 

a. Sub Baqian Penyusunan Prograrn; 

b. Sub L1agiar Keuangan; 

c. S11b Ba�iar, Kepeqawaian dan Umum. 

(2) Suo baqian-sub bagian dirnaksud ayat (1) 11asing-masing 
dipimpin oleh seoranq Kepala Sub Bagian yang berada dibawah 
dan bertanqqunq jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 5 

S1Jb Bayia,1 Per.yusunan Program mernpunyal tugas : 

a. Meiphlmpun data dar, menyiapkan bahan dalam rangka 
penyusuna.i program kerja dan rencana kerja; 
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b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan 
di Bidang Pekerjaan Umum; 

c. Menyiapkan bahan pernbinaan organisasi dan tata laksana dinas; 
d. i\1enyusun dan menyiapkan laporan kegiatan dinas; 
e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program 

kerja dan rencana kerja Bldanq Pekerjaan Umum; 
f. W.e11yiapkan banan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program 

kerja; 

g. Melaksanakan tuga� lain yar1g diberikan oleh Sekretaris sesuai 
denqan bidang tugasnya. 

Pasal6 

S1Jb Baqlan Keuanqan mernpunyai tugas : 

a. lv'lengl1impun dan rnenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

b. Melakukan pe.igelolaan keuangan ar,ggaran dinas; 
c. �Jler,gt.:rt1s pernbayaran gaji, keuangan perjalanan dinas dan 

keuanqan lainnya; 

• 

d. 

e. 

• • menyiapcan 
keuanqan: 

Melaksanakan tuqas-iuqas lain 
sesuai denqan bidang t1J:;iasnya. 

Pa$al7 

la po ran pertanggungjawaban 

• 

yang diberikan oleh Sekretaris 

Sub Baqian i<er:-egawaian dan Umum mernpunyal tugas : 

a. ll.1enyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta 
data kegiatan yang berhubunpan dengan kepegawaian; 

b. Melakukan peny.apan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
can pangembar,gan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan 
admlnlstras! kepeqawaiao: 

c. ll.1elaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan 
pernberian informasl dan hubungan masyarakat; 

d. Menyusun rencana kebutuhan d,111 melaksanakan pengelolaan 
beranq milik dinas serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan 
keamanan kantor; 

e. Malaksanakan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengar, bidang tugasnya . 

• 

• 
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Pasal8 

(1) 8idang Bina Marg!'! mempunyal tugas melaksanakan sebagian 
tuqas Dmas Pekerjaan Umum dibidang kebinamargaan dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai denqan bicang tL,gasnya. 

(2) Untuk menyelenqaarakan tugas sebagaimana 
ayat (1), Bidanq Bina M:1rga mempunyai fungsi: 

dimaksud pada 

• 

a. Fenyusunan perencanaan teknis dan program serta 
per,gelolaar, dan pemutakhiran data jalan; 

b. Penyelenqqaraan, pernbinaan, pengawasan, penqendalian 
• 

dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan 
serta perr.eftharaan jalan; 

c. Per,yelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian 
dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penggantian 
serta peme'iharaan [ernbatan: 

d. Pernbinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan 
kegiatan perneliharaan psralatan dan perbekalan, perijinan 
pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan 
akibat bencana alern; 

e. ?elaksanaan analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
pernbanqunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta 
perneliharaar. oeralatan dan perbekalan; 

f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lnstansi 
terkait, lembaga no-i pemerintah dan masyarakat dalam 
rangka kelancsran pelaksanaan tugas. 

Pasal 9 

• 

. 

bertanqq.rnq jawab kepada Kepala Bidang Bina l'vlarga. 

(1) Elid;cir,g B'na Marga terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu : 

a. Seksi Pembanqunan Jalan dan Jembatan ; 

b. Sel\si Per;cilatan dan Pernbekalan ; 

c. Seksi Pernellharaan Jalan dan Jembatan. 

(2) Seksi-seksi sebaqaimana dlrnaksud pada ayat (1) rnasing-masing 
dipirnpln oleh secranq Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
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Pasal 10 

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan dan rnengumpulkan bahan dalam rangka menyusun 
program dan prakiraan biaya µelaksanaan kegiatan 
pernbanqunan jalan dan jembatan; 

biaya 
• 

prakiraan l\lenyusun pernutakhlran program dan 
pelaksanaan pen'nqkatan jalan dan jembatan; 

c. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, 
pembinaan nan oengawasan kegiatan pembangunan jalan dan 
jombatan, peninqkatan jalan dan penggantian jembatan; 

b. 

kegiatan 
jalan dan 

evaluasi dan pelaporan 
dan jembatan, peningkatan 

d. Msnyiaoka» bahan 
pernbanqunan jalan 
penqqantian lernbatan; 

e. Menyelenggeraknn kegiatan pengumpulan, pemutakhiran dan 
penyimpanan data-data rneng,enai jalan dan jembatan; 

' 
keiancaran pelaksanaan tugas; 

f. Melaksanakan kcordlnasi dan kerjasama ciengan lnstarisi terkait, 
lernbaqa non pemerintah dan rr,asyarakat dalam rangka 

g. Melaksanakan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh Kepala 
' Bidang Bina Marga sesual dengan bidang tugasnya. 

' 
Pasal 11 

' ' 

Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas : 

• 

' a. Menyusur. rencana kebutuhan peralatan terrr,asuk ala! berat; 

b. Melaksanakan perawatan dan perbalkon segala kendaraan dan 
' peralatan berat; 

c. Memelihara, menqawasl dan mengolah Inventartsas! perbekalan; 
d. Mengatur pernakalan peralatan; 

e. rJlenyiapkan bahan evaluasl dan pelaporan kegiatar penyediaan 
dan perneliharaan peralatan dan perbekalan; 

f. Melaksanakan koordinazi dan kerjasarna dengan instansi terkait 
dan lembaga non pemerintahan serta masyarakat dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 12 

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas: 

a. Menqurnpulkan data dan bahan dalam rangka menyusun 
program, praklraan blaya perneliharaan jalan dan jembatan; 

• 

• 
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b. Menyusun perrnutaknlran program data kegiatan pemeliharaan 
jalan dan jembatan; 

c. T,lelaksanal(ar, penelitian dan pengl:ajian dokumen teknis 
pernel.haraan jalan dan jembatan serta penanggulangan 
kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam; 

. 

d. Melaksanakan program pemeliharaan jalan dan jembatan; 

e. Melaksanakan pernbinaan dan pengendalian· kegiatan 
pemeliharaan, perij;nan pemanfaatan jalan dan jembatan serta 
ponanggulangan kerusakan jalan dan jembatan; 

f. f\/lenyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan keqiatan penyediaan 
dan perneliharaan peraiatan dan perbekalan; 

g. Meiaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait 
. . 

dan lernbaqa non pernerintahan serta masyarakat dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

. h. Melaksanal<.an tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub 
Dinas 8ina Marga sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 13 

(1) Bidang Cipta l(arya mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Dinas Pel<erjaan Umum di bidang keciptakaryaan dan 

• • 

rnelaksanakan '.t1gas-tugas laln yang diberikan oleh kepala Dinas 
sesuai dengan t•idang tugasnya. 

• 

(2) Untuk rnelsksanakan tug as sebapairnana dimaksud ayat (1 ), 
Bidang Cota Karya merrpunval tungsi : 

a. Penyusunan perencanaan teknis dan program serta 
pengelolaan den pe.nutakhiran data di bidang perumahan, 
penyohatan lingku11gar1 dan pem.rkiman, tata bangunan serta 
cenataan ruanq Kola; 

b. Pelaksartaan penertiban, pengawasan, pengendalian 
torhadap perr.banqur.an perumahan, lingkungan pemukiman 
khusus dan penerbitan perijinan layak huni; 

• 

c. Pelakeanaan penqawasan, penqendalian, penyuluhan, 
bantuan teknik, pelaksanaan pengelclaan kegiatan 
pernbanqunan, pemelihar aan, pemanfaatan 
prasarana di biclang tel<nik penyehatan lingkungan; 

d. Pelaksanaan pernbanqunan, bantuan teknik, pengawasan 
teknls pembanqunan gedung pernerintahan dan bangunan 
umurn serta pengaturan cia,1 pengendalian perijinan 
banqunan; 

e. Pelaksanaan per.gawasan, pemantauar: dan evaluasi serta 
pcriiinan can pengendalian pemanfaatan ruang; 

• 

• 

• 

• 

• 

saran a 
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f. Pelaksanaan analisa, eva.uasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan dibidang keciptakaryaan; 

g. Pelaksanaan kcordinas! dan kerjasama dengan instansi 
terkait, lerr.baqa non pemerintahan dan masyarakat dalam 
ranqka kelancaran pelaksanaan tugas. 

• Pasal I"'· 

(1) Bidanq Cipta Karya terdiri alas 3 (tiga) Seksi yaitu : 

a. S8:S:s! Pemukirnar. C:an Penyehatan Lingkungan ; 

b. Seksi Tata Banqunan ; 

c. 3eksi Pengendalian Tata Ruang dan Jasa Knnstruksi. 

(2) Seksi-seksi sebaqairnana dimaksud pad a ayat (1) masing-masing • 

dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanqqunq jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya. 

Pasal 15 

Seksi Pemukirnan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas : 

a. Menyusun perencanaan teknls pembangunan, perbaikan, 
peremajaan dan penqsrnbanqan pemukiman serta prasarana 
lingku:igan; 

b. Menyiapkan bahan dan rnelakukan pernbinaan, bimbingan dan 
penyuluhan tentanq pembangunan dan perbaikan pemukiman 
dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan; 

c. Melakukan pengawasan, pengendalian dalam pembangunan, 
perbaikan, perernajaan, perneliharaan dan pengembangan 
pernukirnan dan prasarana lingkungan, air bersih serta 
penyehatan lingk:.,r,gan; 

d. Menviapkan bahan evaluasl dan pelaporan kegiatan yang 
berkaitan denqan pemukiman dan penyehatan lingkungan; 

e. Melaksanakan kocrdinasi dan kerjasama dengan instansi terkait 
dan lemoaga non pemeriotahan serta masyarakat dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tuqas: 

f. Melal<sanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
• 

Bidang C'pta Katya sesuai dengan bidanq tugasnya. 

Pasal 16 

Ssksi Tata Banqunan rnempunyal tugas : 

• 

• 

a. Menyusun perencanaan teknis 
per emajaan, penqembanqan dan pembiayaan 

• 

serta 
pembangunan, perbaikan, 
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penvelenqqaraan perumahan dan prasarana lingkungan serta 
penataan banqunan; 

Li. Melaksanakan pembangunan, renovasi, perawatan, pengawasan 
dan pengendalian serta perawatan bangunan gedung daerah; 

c. Menyiapkan bahan fasilitasi pembiayaan, peraturan, penyerasian 
pembangunan perurnahan dengan penataan ruang, penanganan 
sengketa bide.ng pe-urnahan serta psnqawasan dan 
pengendalian palaksanaan kebijakan pembanganan dan 
pengelolaan perumahan; 

d. Melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi 
penqesahan perencanaan pelaksanaan bangunan gedung 
daerah dan pemanfaatan bangunan gedung daerah; 

• 
• 

e. Menviapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan 
penyelenqqaraan perurnahan dan tata bangunan; 

f. Melaksanakan koordinas! dan kerjasama dengan instansi terkait 
• 

dar, lembags non pe111erintahan serta rnasyarakat dalam rangka 
kelancaran petaksanaan tugas; 

. 

g. Me'aksanakan tuqas-tupas lain yang diberikan. oleh Kepala 
Bida11g Cipta Katya sesuai denqan bidang tugasnya. 

Pasal 17 

Seksi Per,gendalian Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai 
tu gas: 

F.I. Mengu1nµulkari data dan informasi sebagai bahan pengendalian 
dan per,gawssan pelaksanaan tata ruang; 

Melaksanakan koordinasl, pemantauan pembinaan dan evaluasi 
pelakeanaan tata r:.iang; 

Melaksanakan kebijaksan pernbinaan dan pengembangan sistem 
informasi [asa korstruksi dalam wilayah kota: 

d. Melaksar-akan penyusunan standarisasi teknis dan memberikan 
penyuluhan pslatlhan car, lnformas' teknis bangunan, pembinaan 
pengembangan teknoloqi konstruksi serta menyiapkan bahan 

• 

penerbitan perijinan usaha jasa konstruksi; 

e. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian dalam bidang 
penataan ruang dan jasa konstruksl: 

f. [',,1enyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan 
penataan ruang dan [asa konstruksl; 

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait 
dan iembaga non pemerintahan serta masyarakat dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

• 

b. 

,.. �- 
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h. 1\/leloiksanakan rugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bicanq Cipta Karya sesuat dengan bidang tugasnya. 

Pasal 18 

(1.) Bidang Pengairan mempunyai tugas rnelaksanakan sebagian 
tugas Dinas Pekerjaan Umurn di bidang pengairan dan 
melaksanakan tuqas lain-lain yarg diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan bidang tuqasnya. • 

(2) Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), Bidang Pengairan, mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan 
bimbingan teknis di bidang pengairan; 

b. Pe11gawasar,, penqendalian, peiaksanaan pembangunan, 
rehabllitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta 
perneliharaan dan pengarnanan penqairan: 

c. Pengelclaan periJinan, penqamanan pemanfaatan air 
permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perijinan 
penambanqan bahan 1;,alian golongan C pada alur sungai; 

d. Penanggulangan bencana banilr dan bencana alam lainnya 
serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil; 

e. Penanggulangan dan pengelolaan data serta pelaporan di 
bidang pengairan; 

• 
f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 

terkait, lernbaga non pernerintahan dan masyarakat dalam 
ranqka kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 19 

(1) Bidang Pengairan terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu : 

a. Sel<.si Pernbanqunan Saluran Pengairan ; 

b, Geksi Pemeliharaan Saluran Pengairan. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dart 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengairan. 

Pasal2'J 

Seksi Pembangunan Saluran Penqa'ran mempunyai tugas : 

a. . Menylapkan bahan penvusunan rencana program dan petunjuk 
teknis dibidang pembangunan saluran pengairan; 
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b. Me'aksanakan pembinaan, pengawasah, pengendalian dan 
pelaksanaan kegiatan pernbanqunan, peningkatan dan 
penqernbanqan jaringan saluran irigasi dan sungai; 

c. Melaksanakan pernbinaan, pengawasan dan pengendalian 
pernbanqunan dan rehabilitasi [arinqan saluran irigasi primer dan 
sekunder; 

d. Menylapkan banan pemberian ijin pembangunan, pemanfaatan, 
penqi.bahan atau p€rr.bongkaran bangunan dan saluran irigasi 
pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi 

-�1ang berada dalarn wilayah kota; 

a. Menylapkan bahan koordinasi dan kerjasarna dengan lernbaga 
dan instansi iain c11bidc1ng pembangunan saluran pengairan; 

f. Menylapkan bahan evaluasi dan pelaporan peiaksanaan tugas; 

g. rv'1elaksanaka11 tuags-tugas lain yang diberikar. oleh Kepala 
Bidang Pengairan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 21 

Seksi Perneliharaan Salu.an Pengairan mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 
teknis dibidanq perneliharaan saluran pengairan; 

b, Melaksanakan pernbinaan, penqawasan, pengendalian, 
rehabilltasl dan oemeliharaan iaringan saluran pengairan serta 
penanqqulanqan aklbat bencana alam; 

c. Melaksanakan penyusunan inventarisasi banguna,1 pengairan 
dan rnelakukan perneliharaan untuk yang terjadi kerusakan; 

d. 11/lelaksartakan pendataan, dokurnentasi, inventarisasi, perijinan 
dan penqawasan penggunaan air permukaan dan sumber air, 
per.gawasar, penambanqan bahan galian golor.gan C pada alur 

• sunqar; 

e. Melaksanakan penyusunan pedoman dan tatalaksana, penelitian 
dibidang operasi hidrologi dan hidrometri, pengawasan dan 
pe,1gendalian kualitas air dan sumber air; 

f. Menyiapkan bahan kcordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
dan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. llf.en,iapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
h. Melaksanakan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh Kepala 

Pengairan sesuat dengan bidang tugasnya. 

Pc1sal22 

(1) Kelornpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tuqas Dinas sesuai dengan keahlian aan kebutuhan 
kegiatan teknls dibidar,g keahlian maslnq-masinp ; 

• 
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(2) Kelorrrok Jabatan r-ungsional sebagaimana tersebut pada ayat 
(1) pasal inl, dipimpin oleh ·re nag a Fungsional Senior selaku 
ketua kelornpok yan!; berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dlnas ; 

(3) Kernnpok .rabatan Fungsional dapat dibctgi kedalarn Sub-Sub 
sesuai denga11 kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh 
Tenaga Fungsiunal Senior; 

(4) Jumlah Tenaga Funqsional ditentukan berdasarkan' sifat, jenis 
dan beban kerja ya11g ada ; 

(5) Pembinaan terhadap tenaga dilakukan sssual dengan peraturan 
perundang-undangan yanq berlaku. 

BAB Ill 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

UPTLl PEMADAM KEBAKARAN 
• 

Pasal 23 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran, yang 
selanjutnya dalarn Peraturan ini disebut UPTD Pemadam 
Kebakarar- acialah unit orqanisasi dilingkungan Dinas Pekerjaan 
Umum Kola Mojokerto yarg melaksanakan tugas teknis 
operasional; 

(2) Tugas tsknis operasional adalah tugas untul: melaksanakan 
keqiatan teknis yang secsra langsung berhubungan dengan 
masyarakat; 

(3) lJPT'.J Pemadam Kebaxaran dioimpim oleh seorang Kepala 
LIPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala t:1inas 

Pasa124 

(1) UPT[1 Pemadam Kebakaran mempunyai turias melaksanakan 
kegia\an pencecahan dan pernadarnan kebakaran serta 
penindunqan keselamatan jiwa dan harte benda dari ancarnan 
bahaya kebakaran; 

(2) Untuk n1enyelengg:1ra:<an tugas dimaksud pada ayat (1) UPTD 
Pernadarnan Kebakaran rnempunyat fungsi: 

a. Penyusunan petunjuk dan pedoman tentang usaha 
penceqahan kebakaran kepada masyarakat serta Sadan 
atau Lembaga Pemerintah maupun swasta; 

• 

• 
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b. Pelaksanaan koord.nasi dan bimbingan teknis terhadap unit- 
unit pernadarn kebakaran lr:stansi Pernerintah, swasta dan 
masyarakat; 

c. Pelaksanaan usaha-usaha percegahan terhadap bahaya 
kebakaran dan kegiatan operasicnal pemadam kebakaran; 

d. Penyelerrg�araan koordlnasi tu gas pemadaman dan 
. 

pencegahan kebakaran dengan lnstansi terkait; 
• 

e. Pelaksanaan pengawasan terhadap kelenqkapan peralatan 
penanqqulanqan kebakaran; 

f. Pembuatan laporan secara berkala tentang kegiatan 
pena•1gyulanga11 dan pemadaman kebakaran, 

Pasal?.5 

(1) Susunan orqanisasi UPTD Pemadam Kebakaran terdiri atas: 

a. Kepala ; 

b. Sub Bayian Tata Usaha ; 

c. Petugas Operas.onal ; 

d. Kelornpok .Jabatan Fungsional. 

(2) Sub 8agian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
dipimpim oieh seoranq Kepala Sub Bagian yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pemadam 
Kebakaran: 

(3) Bagan susunan orqanisasi ur·ro Pemadam Kebakaran adalah 
sebaqairnana tercantu:n dalam larnpiran 11 Peraturan Walikota ini. 

Pasal 26 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mernpunyal tugas menyelenggarakan 
penqelolaan adrninistrasi dan ketata usahaan serta 
melassanakan tugas lain yanq diberikan oleh Kepala UPTD 
Pemadarn Kebaxaran sesuai dengan bidang tugasnya; 

(2) Untuk menyelenggarakan tug a:, dirnaksud pada ayat (1) Sub 
Bagiar Tata 'Jsaha mempunyai fungsi: 

a. Pengelolaa:; administrasi kepeqawaian dan perlengkapan; 

b. Penqelolaar, urusan Rumah Tangga, sutar menyurat dan 
kearsipan: 

c. Penylapan data informasi, kepustakaan, hubungan 
masyarakat dan inventarisasi. 
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BAB IV 

HUBUf�GAN KERJA 

Pasal 27 

(1) Setrap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pekerjaan 
Umum Kat11 Mojakerto wajib rnelaksanakan koordinasi, integrasi 
dan sinkranisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit 

kerja sesuai denqan bidang tugasnya maslnq-mastnq.. 

(2) Set1ap pirnpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pekerjaan 
Umurn Kata Mojokerto bertanggung jawab rriemimpin dan 

rnenqkoordinasikan nawahannya serta memberikan bimbingan 
dan petunjuk pelaksanaannya. 

BABV 

KETENTIJAN PENUTUP 

Pasal28 

• 
Hal-hal yanJ belum diatur cala,r, Peraturan Waliknta ini sepanjang 
mengenai pelaksanaunnya akan diatur lebih lanjut cleh Walikata. 

Pasal29 

Peraturan Walika,a ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap oranq mengetahuinya, rnemer'ntahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini denqan penernpatannya dalarn Serita Daerah 
Kata Mojokerto. 

Ditetapkan di Majakerta 

1 S ep t omb er 2008 

Ir. SUY11· 
Pembina Uta 

l'IIP. 080 070 

SERITA D,�ERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 N'.)1\i10R 4/0 

Dlundanqkan di Mojokerto 
· September 2003_ 
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WALIKOTA MOJOKERTO 
18 TAHUN 2008 

LP.lvlPIRAN I PERATU�AN 
NOMOR 
TANGGAL 

• 
• 

• 
• 1 SEPTEll'IBER 2008 

8AGAl'T SUSU!'JAN ORGANIS_i\SI 
DINA.S IJEKERJAAN UMUM 

KOT A MC)JOKERTO 
• 

KEl'!\LA 
• 

. 

SEKRET ARIA T 

BAGI'\N SUBBAGIAN SUB BAGIAN 
USUNAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN OGR,\lvl DANUMUM 

. !'R 

Sl:B 
PENY 

KELC'MPOKJABAfAN 
FUNGSIONAL 

I 
I i - 

. ' 

TATA RU ANG & )ASA 
KONSJ'RUKSI 

' I I . 
\ 

I 
B1DANG CIPTA KARY A BIDANG PENGAIRAN 

i - ' 
SEKSI PE�1UKIMAN & SEKSI PEMBANGUNAN 

I PENYEI1ATAN I.,JNGK. SAL URAN 
PENGAIRAN 

- 
I SEl(SI TATA 

Bi'.NGUNAN SEKSI 
PEMELIHARAAN 

SAL URAN 
SIKSI PENGEN'.JALlAN PENGAIRAN 

BID ANG BINA MARG.'\ 

SEKSI PERALATAN & l 
PERBEKALAN I 

--- 

SEKSI PEMELIHARAAN l 
)ALAN & JEMBATA!'1 

------- . -� -- ·- . 

SEKSI PEMBANGUNAN -- )ALAN & JEM13l.TAN 

i UPT;-l 
f----------1 

PEMADAt,J 
!<EE AKA.,AN j 

• 

M 

• 
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LA!v1PIRAN n PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR : 18 TA.HUN 2008 

TANGGAL : 1 SEPTEllll3liR 2008 

BA,-;AI'! SUSlJN l\N ORGANISASI 
trrro PEMADAl\,1 KEBAKARAN 

PA TJ I\ DII-.JAS PEKERJAAN TJMUM 

KOTA MOJOKE1�:0 
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' ICEPALA 

---- _ _J _ 

K2LOMPOK JP.BPT Al'1 
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' - 
i u i 

• 

1------------------- 

• 

SUB BAGIAN 
TATAUSAHA j 

- --- 

• 

• 

• 

l '•• • • • 

' • 
• • 

• 
• 

PE-flJGAS OPERASIONAL 

• 

-,'{ I 
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